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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasannya Indonesia
adalah Negara hukum yang pelaksana ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan
peraturan dan ketentuan yang berlaku mengatur setiap perilaku warga negaranya melalui
instrumen hukum.! Hukum ini sendiri mempunyai tujuan menciptakan keadilan, keamanan,
ketertiban, kepastian hukum dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara .2

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin meningkat maka semakin
meningkat pula beban sosial dan beban tindak kriminal dalam masyarakat. Perkembangan
zaman pada saat ini sangat membawa dampak kehidupan sosial dalam masyarakat dan
timbulnya berbagai kejahatan. Kejahatan itu sendiri merupakan suatu tindakan yang
melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang menimbulkan

keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan

1Lihat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2Winda Mira Astuti,Suhadi, Rosdiana, “Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh
anak dikota Balikpapan”, jurnal Lex Suprema. Vol.1 No. Il, September 2019, HIm. 2. Didownload pada
https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lex suprema/art icle/view/125/pdf. Diakses 18 Agustus 2020.
Pukul 18.49 WIB.



https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lex%20suprema/art%20icle/view/125/pdf

masyarakat serta lingkungan yang ada. Bentuk kejahatan merupakan suatu tindak pidana
yang sangat dilarang oleh peraturan dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggar
peraturan pidana tersebut. Tindakan-tindakan itu juga meliputi tindakan pelanggaran-
pelanggaran.

Tindak kejahatan yang terjadi dikalangan masyarakat tidak melihat usia, kondisi,
dan waktu yang korbannya terus berjatuhan yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian.
Pada umumnya kejahatan yang ada di Indonesia bermacam-macam salah satunya adalah
tindak Kejahatan Pemerkosaan.®

Perbuatan kejahatan atau perbuatan kriminal merupakan perbuatan yang dilarang
oleh hukum dan aturan yang berlaku dimasyarakat, sehingga masyarakat tersebut
menentangnya. Secara yuridis formal, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang
bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), tindakan sangat merugikan masyarakat,
bersifat anti sosial, dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.*

Pemerkosaan yang terjadi di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh banyak
kalangan dari anak-anak hingga dewasa didalam tindak pidana pemerkosaan ini. Seiring

berjalannya waktu kasus pemerkosaan yang terjadi di dunia mengalami peningkatan salah

3Ni Made Dwi Kristiani, “Kejahatan Kekerasaan Seksual(Perkosaan) Ditinjau Dari Perspekt if
Kriminologis”, Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 7 No. 3, 2014, HIm. 372. Didownload pada
https://ojs.unud.ac.id/index.php/imhu/article/view/ 10940/7765. Diakses 18 Agustus 2020. Pukul 18.04 WIB.

4Kiki Rasdian Ningsih dan Joko Kuncoro, “persepsi terhadap perilaku tindak criminal ditinjau dari
kepribadian The Big Five & Status HukumWanita NaraPidana & Wanita NonNaraPidana”, Jurnal
Proyeksi.Vol. 12. No. 1,2017, HIm. 31. Didownload pada http://download. garuda.ristekdikti. go
.id/article.php?article=1340614&val=312&title=PERSEPS1%20terhadap%20perilaku%?20tindak%20kriminal
%20ditinjau%?20dari%20kepribadian%20the%20big%29five%20%20status%20hukum%20wanita%?20narapi
dana%20%?20wanita%20non%?20narapidana. Diakses 28 Agustus 2020. Pukul 06.09 WIB.
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satunya di Indonesia. Indonesia ini sendiri kasus pemerkosaan yang terjadi rentan korbannya
anak perempuan dibawah umur.

Tindak pidana perkosaan termasuk kedalam kejahatan kesusilaan, yang diatur dalam
buku 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 287 dan pasal 288 KUHP. Pasal
287 KUHP mengatur tentang “pemerkosaan yang dilakukan dengan seorang wanita diluar
perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun dengan diancam pidana penjara paling
lama 9 tahun” sedangkan, pasal 288 KUHP mengatur tentang didalam “perkawinan
pemerkosaan dilakukan dengan seorang perempuan yang belum saatnya untuk dinikahi, bila
perbuatannya menyebabkan luka dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun
jika, pebuatannya sampai menyebabkan luka yang berat dikenakan ancaman dengan pidana
penjara paling lama 8 tahun, dan apabila sampai menimbulkan hilangnya nyawa seseorang
dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Perkosaan terhadap anak perempuan dibawah umur telah ditetapkan di dalam pasal
81 Undang-undang Republik Indonesia tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor
23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Pasal 81 Undang-undang perlindungan
anak mengatur secara umum setiap , melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk
anak untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul, dengan pemberian hukuman yang

lebih berat dari pada yang ditegaskan didalam isi pasal 287 KUHP.®

5Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) pasal 287 dan pasal 288.
6Lihat Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia tahun 2014 perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak.



Dalam hal itu sering yang menjadi korban yaitu anak perempuan dibawah umur
karena anak perempuan dibawah umur ini sangat rentan menjadi korban pemerkosaan yang
memiliki kedudukan paling rendah sehingga dalam hal ini sangat memudahkan pelaku dalam
melakukan aksinya yang mengakibatkan korban pemerkosaan terhadap anak semakin
meningkat. Salah satu modus yang biasanya dilakukan berupa bujukan atau kebohongan
bahkan dapat dilakukan dengan kekerasaan apabila anak tersebut tidak menuruti nafsunya.
Pelaku pemerkosaan terkadang bahkan sudah mengenal korbannya bahkan terkadang korban
tersebut adalah anggota keluarga dari pelaku.’

Di Indonesia kasus tindak pidana pemerkosaan mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Kasus pemerkosaan pada anak mengalami peningkatan setiap tahun, lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat adanya peningkatan permohonan
perlindungan kekerasaan seksual pada anak. Bahkan jumlah ini melebihi tindak pidana lain.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan adanya peningkatan kasus
kekerasan seksual pada anak yang terjadi pada tahun 2016 sejumlah 25 kasus, pada tahun
2017 menjadi 81 kasus, dan pada tahun 2018 menjadi 206 kasus mengalami peningkatan

yang cukup tinggi sampai dengan bulan juli 2019 telah mencapai 78 permohonan terhadap

7Dwiki Apriyansa, “penegakan hukum terhadaptindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah
umur dan sanksi yang diterapkan”, Jurnal Panorama Hukum. Vol. 4 No. 2, Desember 2019. HIm. 136.
Didownload pada http://ejournal. unikama.ac.id/index .php/jph/article/download /3967/2401. Diakses 02
Agustus 2020. Pukul 21.34 WIB.



http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/download/3967/2401

kasus kekerasaan seksual terhadap anak. Kemudian Achmadi mengungkap pelaku kekerasan
seksual terhadap anak didominasi oleh orang terdekat sebesar 80,23 persen. 8
Grafik Kasus kekerasaan Seksual di Indonesia terhadap anak berdasarkan informasi
yang didapat dari Lembaga Perlindungan saksi dan korban Kekersaan Seksual pada tahun
2016-2019 yaitu sebagai berikut:
Grafik 1

Kasus kekerasaan seksual terhadap anak tahun 2016-2019 di Indonesia
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Sumber: Lembaga perlindungan saksi dan korban
Berdasarkan grafik diatas bahwa Kekerasaan Seksual di indonesia setiap tahun nya

mengalami peningkatan yang signifikan. diketahui kasus kekerasaan seksual terhadap anak

8Matius Alfons, “LPSK: Kasus Kekerasaan Seksual Pada Anak Meningkat tiap tahun ”, Diakses dari
https://m.detik.com/news/berita/d-4637744/Ipsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahum,
pada tanggal 29 agustus 2020, pukul 22.12 WIB.
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pada tahun 2016 terdapat 25 kasus, pada tahun 2017 terdapat 81 kasus, pada tahun 2018
terdapat 206 kasus, pada tahun 2019 terdapat 348 kasus. Lembaga perlindungan saksi dan
korban (LPSK) mengatakan bahwa kasus kekerasaan seksual yang terjadi terhadap anak pada
tahun 2019 meningkat 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya.®

Perkosaan adalah suatu tindak kejahatan yang melanggar hukum untuk melakukan
hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan baik dewasa
maupun anak dibawah umur yang biasa dilakukan dengan adanya paksaan.® Dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada pasal 285 kejahatan perkosaan adalah
suatu perbuatan yang memaksa wanita yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan
seksual dengannya, dengan cara kekerasaan atau ancaman kekerasaan.!!

Dalam kasus kriminologi juga disebutkan Rape (perkosaan) adalah suatu tindakan
pemaksaan hubungan seksual dengan wanita yang bukan istrinya bertentangan dengan
kehendak wanita itu. Sudut pandang utama dalam kejahatan perkosaan adalah bukti bahwa
di bawah umur tertentu wanita sangat dilindungi hukum sebagai tidak mampu untuk

memberikan tanggapan. Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi dalam realita

9Lpsk, “Kasus Kekerasaan Seksual terhadap anak 2016-2019”, Diakses dari https://lokadata
.id/data/kasus-kekerasaan-seksual-terhadap-anak-2016-2019-1578639190, pada tanggal 29 agustus 2020,
pukul 22.35 WIB.

10Dwiki Apriyansa, Op.cit. HIm. 138.

11Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)




kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut dan tidak
aman.'2

Keluarga adalah unit yang paling utama yang bertujuan untuk menjaga
perkembangan hidup dan tumbuh seorang anak. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun1974
tentang Pokok-Pokok Perkawinan, Pasal 45 menentukan bahwa “ kedua orang tua wajib
memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Bahwa orang tua memiliki
peranan yang sangat penting dalam terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani,
jasmani dan sosial.

Namun faktanya, kejahatan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga
sangat bertolak belakang dari apa yang diharapkan bahwa yang seharusnya dilakukan untuk
menjaga, memelihara dan melindungi anak tetapi malah yang menjadi pelaku dalam kasus
tindak pidana kejahatan tersebut. Dalam kewajiban keluarga disini tidak sesuai dengan apa
yang seharusnya yaitu sebagai pelindung bagi tiap anggota-anggota keluarga. Karena dari

itu keluarga yang baik akan berdampak baik bagi tumbuh kembangnya seorang anak
sedangkan keluarga yang buruk akan berdamapk buruk pula terhadap perkembangan anak.*?

Anak merupakan penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu yang penerus

bangsa yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan

12Zuleha, “perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dalam perspektif viktimologi”,
Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 10 No. 1, 01 Januari-juni 2015, HIm. 126-127. Didownload pada
https://ejurnalunsam .id/index.php/jhsk/article/view/113/80. Diakses 05 Agustus 2020. Pukul 16.44 WIB.

13Roma Fera Nata Limbong, “Tinjauan kriminologis kejahatan seksual terhadap anak dalamlingkup
keluarga”,  Lembaga  Perlindungan  Anak  Sulsel  2014-2016, Diakses dari  https://core.
ac.uk/download/pdf/83871331.pdf pada tanggal 16 agustus pukul 15.50




penerus generasi masa depan suatu Negara, tak terkecuali Negara Indonesia yang mempunyai
hak atas hidup serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat dan
Negara.'

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang
dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu “seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Perlindungan anak
bertujuan memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap
melangsungkan hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal sesuai dengan harkat,
martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi sebagai manusia
seutuhnya.

Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,
baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, serta untuk mewujudkan
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.®®

Pada kasus pemerkosaan anak ini seringkali tidak berani melapor dikarenakan
beberapa faktor antara lain ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik
tertentu dan kesulitan-kesulitan atau ancaman-ancaman yang diperkirakan akan timbul

apabila yang bersangkutan melapor. Seperti kasus yang terjadi di salah satu kota yaitu di kota

14Nashriana, “Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia”, Jakarta, Raja Grafindo
Persada, 2011. him.1.
15Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak



Lubuklinggau. Jumlah kasus kejahatan seksual diwilayah Provinsi Sumatera Selatan terdata
cukup tinggi. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan kekerasaan
Seksual menurut kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017-2019 sebagai
berikut:

Tabel. 1

Kasus Kekerasaan seksual tahun 2017-2019 Di Sumatera Selatan

Kekerasan Seksual
Kabupaten/kota
2017 2018 2019
Ogan Kemering
8 17 19
Ulu
Ogan Kemering
15 9 15
Hir
Muara Enim 16 17 11
Lahat 3 7 10
Musi Rawas 19 19 20
Musi Banyuasin 21 12 14
Banyuasin 35 10 13
Oku Selatan 27 27 14
Oku Timur 17 16 13
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Ogan llir 14 11 9
Empat Lawang 9 6 10
Penukal
AbablLematang 8 6 5
lir

Musi Rawas

) ) 6
Utara

Palembang 35 48 79
Prabumulih 1 6 8
Pagar Alam 5 7 9
Lubuklinggau 15 24 28

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel diatas bahwa kasus kekerasaan seksual yang terjadi di Sumatera
Selatan setiap tahun nya mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah kasus yang terjadi
disetiap kota/kabupatennya memiliki peningkatan yang berbeda-beda. Kota Palembang
memiliki posisi pertama dengan jumlah kasus tertinggi diwilayah Provinsi Sumatera Selatan
dan didukungnya jumlah penduduk yang banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk
dikota/kabupaten lainnya yang berada diwilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kota
Lubuklinggau merupakan salah satu kota yang termasuk dalam ruang lingkup kota kecil dari

beberapa kota kecil lainnya (Oku Komering Ulu, Oku Komering Ilir, Muara Enim, Lahat,
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Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Oku Sealatan, Oku Timur, Ogan Ilir, Empat
Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas Utara, Prabumulih, Pagar Alam)
dibandingkan kota Palembang. Kota lubuklinggau ini memiliki posisi kedua peningkatan
yang signifikan dengan jumlah Kasus Kekerasaan Seksual tertinggi setelah Kota Palembang.
Namun kedua Kota ini memiliki perbedaan dari segi jumlah penduduk. Jumlah penduduk
kota Palembang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk dikota lubuklinggau
sehingga besar kemungkinan pengaruhnya terhadap jumlah kasus yang terjadi dikota
Palembang dibandingkan kota lubuklinggau, oleh karena itu perlunya penangan yang serius
terhadap kasus tersebut dan diadakannya penelitian dikota lubuklinggau.®

Kepolisian Resort Kota lubuklinggau AKBP Mustofa mengatakan, kasus ini
menurutnya menjadi Atensi bagi polres lubuklinggau. Terlebih rata-rata kasus pencabulan
dikota lubuklinggau ini dalam sebulan bisa lima sampai enam kasus.Sebagai salah satu
contoh warga kecamatan Lubuklinggau selatan 1l kota lubuklinggau, Sumatera
Selatan(sumsel) ini tega memperkosa anak tirinya hingga hamil enam bulan. Kepolisian
Resort Kota lubuklinggau AKBP mustofa mengatakan, pelaku ditangkap tanpa perlawanan
dirumahnya beberapa waktu yang lalu.

Pemerkosaan ini dilakukan di rumah saat sedang menonton TV dan ibu korban tidak

ada di rumah. Kepolisian Resort Kota lubuklinggau AKBP Mustofa mengatakan,

16Endang Tri Wahyuningsih, “Provinsi Sumartera Selatan dalam angka 2020, Diakses dari https://s
umsel.bps.go. id/publication/2020/02/28/23d202fh2e57aefedc815cdd/provinsi-sumatera-selatan-dalam-angka-
2020-penyediaan-data-untuk-perencanaan-pembangunan.html, pada tanggal 30 Agustus 2020, pukul 08.40
WIB.
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pemerkosaan ayah terhadap anak tirinya yang masih dibawah umur ini terjadi pada Rabu
(08/07/ 2020). Pemerkosaan itu berawal ketika dia melihat anak tirinya kerap tidur sambil
menonton televisi. Melihat paha anak tirinya membuat nafsu syahwatnya naik. Pelaku
kemudian mencoba membujuk anak tirinya agar mau menuruti nafsunya. Awalnya dia tidak
mau setelah dibujuk akhirnya dia mau.’

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, bahwa yang dimaksud dalam
tinjauan kriminologis tindak pidana perkosaan dalam skripsi ini adalah membahas tentang
faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan, maka dari itu penulis tertarik untuk
menulis skripsi berjudul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN YANG TERJADI DALAM RUANG LINGKUP RUMAH

TANGGA (STUDI KASUS DIKOTA LUBUKLINGGAU).”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka persoalan yang akan dibahas dalam
penulisan ini yaitu sebagai berikut:
1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan

oleh ayah terhadap anak tiri nya?

17Amri Wijaya, “Tega Bapak di Lubuklinggau Perkosa Anak Tiri hingga hamil 6 Bulan”,
Diakses dari https:// today.line.me /id/article/ Tega+Bapak+ di+Lubuklinggau+ Perkosa+Anak+Tiri+
hingga+Hamil+6+Bulan-MnoZvQ, Pada tanggal 19 agustus 2020, pukul 11.30Wib
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2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota
Lubuklinggau terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap

anak tirinya?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan
rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas, maka penulis bertujuan untuk
mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan
yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tirinya

2. Mengetahui upaya penanggulangan yang di hadapi oleh para aparat penegak hukum
dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang

dilakukan oleh ayah terhadap anak tirinya

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara
teoritis maupun praktis.
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi



terutama di bagian hukum pidana dan khususnya mengenai tindak pidana pemerkosaan
terhadap anak tiri
2. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam tindak pidana
pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak tirinya, faktor yang menyebabkan
terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak tirinya serta
faktor penghambat terhadap upaya penanggulangan tindak pemerkosaan yang dilakukan

ayah terhadap anak tirinya.

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya tinjauan ilmu hukum, maka disini penulis membatasi ruang
lingkup penelitian Hukum Pidana pada umumnya, yaitu melihat dari literatur-literatur,
undang-undang yang terkait dalam pokok pembahasan serta pendapat pendapat dari para
ahli hukum mengenai pokok dalam pembahasan terkait tinjauan kriminologis tindak
pidana pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga dikota lubuklinggau.
Ruang lingkup dalam penelitian ini membahas faktor penyebab terjadinya pemerkosaan
dan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota

Lubuklinggau.

14
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F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan gagasan teori yang dijadikan landasan berfikir untuk
melaksanakan suatu penelitian untuk mengkaji suatu permasalahan.®

Beberapa macam teori kriminologi yang dapat digunakan untuk menganalisis
permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Baik dari faktor-faktor

penyebab kejahatan maupun upaya penanggulangan kejahatan.

A.Teori penyebab kejahatan

Kejahatan adalah suatu tindakan yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ataupun
beberapa orang.!® Secara yuridis kejahatan adalah perbuatan manusia yeng bertentangan
dengan hukum, yang dapat dijatuhkan pidana serta diatur dalam hukum pidana. Sedangkan,
secara kriminologi kejahatan merupakan perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh
masyarakat.

Menurut Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan yang
dilakukan baik dengan sengaja (intentional act) maupun dengan kelalaian (oomission) yang
melanggar suatu norma hukum pidana baik tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan
oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran diancam dengan sanksi oleh Negara
sebagai perbuatan kejahatan maupun pelanggaran. menurutnya ciri-ciri suatu kejahatan

antara lain;

18 Soerjono Soekanto, “Metode Penelitian Hukum”, Ull Press, Jakarta, 2010. HIm. 15.
19 Syarifuddin Pettanasse, “Mengenal Kriminologi” , Penerbit Unsri, Palembang, 2018. HIm. 25.
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a. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja, seseorang tidak
dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu perbuatan atau
kealpaan dalam bertindak.

b. Kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana

c. Kejahatan dilakukan tanpa adanya pembenaran yang diakui secara hukum serta diberi
sanksi oleh Negara sebagai suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran.?

Menurut Sutherland kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Negara
karena merugikan, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan
memberantasnya.?*

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan terbagi menjadi faktor intrinsik dan
ekstrinsik.
1.Faktor intrinsik

Faktor intrinsik adalah faktor yang datangnya dari dalam diri si pelaku dapat
disebabkan karena berbagai faktor antara lain :

a. Niat pelaku

Niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan

jahat, niat dari seorang pelaku sangat penting dalam faktor penyebab terjadinya suatu

kejahatan.

20 M.Ali Zaidan, “kebijakan kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. HIm. 11-12.
21 Yermil Anwar Adang, “kriminologi”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010. HIm. 179.
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b. Moral dan pendidikan

Moral adalah perbuatan, perilaku, dan ucapan antar sesama manusia yang merujuk
pada tindakan, perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada
disuatu masyarakat. Moral disini apabila seseorang sadar akan perbuatan yang dilarang maka
ja tidak akan melakukan suatu perbuatan karena takut akan adanya sanksi yang dapat
diterimanya, sanksi tersebut dapat berasal dari pemerintah atau masyarakat sekitar.
c. Faktor keluarga

Secara umum faktor keluarga sebagai faktor utama dari timbulnya perubahan
kondisi dalam rumah tangga seperti adanya kematian ataupun perceraian Yyang
mengakibatkan seseorang menjadi depresi yang mengakibatkan seseorang tersebut
melakukan kejahatan. Selain itu faktor keluarga seperti pada umunya yaitu kurangnya waktu
berkumpul bersama keluarga sehingga kasih sayang dan keharmonisan keluarga jadi
berkurang dan menyebabkan anggota keluarga berusaha mencari kesenagan lain diluar
keluarga.
2. Faktor ekstrinsik

Faktor ekstrinsik adalah faktor yang datangnya dari luar diri si pelaku dapat
disebabkan karena berbagai faktor antara lain :
a. Faktor lingkungan
Lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan yang biasanya sosial nya rendah, norma-norma

sosial dilingkungan tersebut sudah tidak ditaati lagi dan sering dilanggar. Selain itu standar



18

pendidikan dan lingkungan tempat tinggal yang sering melakukan tindak pidana menjadi
salah satu faktor membentuk sesorang atau individu untuk menjadi seorang pelaku kejahatan.
b. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang melatar
belakangi seseorang melakukan tindak pidana dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan atau
seorang pengangguran. Serta desakan ekonomi sehingga membuat seseorang nekat dalam
melakukan tindak kejahatan. Plato menyatakan bahwa:
“Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar
memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dantimbul hasrat untuk melakukan

kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya.”?

B. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah suatu tingkah laku buruk yang dilakukan oleh seseorang atau
beberapa orang yang merupakan masalah sosial yang dihadapkan masyarakat. Dalam arti
luas kejahatan merupakan pelanggaran-pelanggaran dan aturan-aturan yang berlaku
dimasyarakat, seperti norma agama dan norma hukum. Tingginya tingkat kejahatan,
mendorong perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan
pada hakikatnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan dari upaya penanggulangan baik

secara langsung atau tidak langsung.

22Noach Simanjuntak, ”Kriminologi”, Bandung : Penerbit Tarsito, 1984, him 53.
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Upaya penanggulangan suatu kejahatan merupakan suatu proses untuk
menanggulangi suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah
maupun masyarakat.

Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan yaitu:

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat
media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).>
Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal
(hukum pidana) dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana). Menurut pembagian G. P.
Hoefnagels di atas upaya pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan
mempengaruhi masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanann lewat media massa
(influencing views of society on crime and punishment/mass media) dapat dimasukan dalam
upaya non penal.

Secara garis besar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat
jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu sesudah kejahatan terjadi
sedangkan Jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu pencegahan,
pengendalian sebelum kejahatan terjadi, dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena

tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti

23Barda Nawawi Arif, “Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana”, Kencana,
Jakarta, 1998. him. 52.
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luas.?* Dalam upaya membahas penanggulangan peneliti akan menggunakan dua teori yaitu

Penerapan hukum pidana (application of criminal law).

G. Metode penelitian
1. Jenis penellitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris. Sebab dari judul yang
diangkat mengacu kepada “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN YANG TERJADI DALAM RUANG LINGKUP RUMAH
TANGGA (STUDI KASUS DIKOTA LUBUKLINGGAU)” termasuk dalam kategori
penelitian yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis
dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat kota

lubuklinggau.?®

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan
konseptual(Conceptual Approach), Pendekatan Kasus(Case Approach) dan pendekatan
Sosiologi(Sociological Approach).

a. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach)

241bid. HIm. 46.
25Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. HIm.15.
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Pendekatan konsep yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang didalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang
melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu
yang dihadapi.?® Pendekatan konsep yang digunakan dalam penelitian ini ialah
konsep-konsep tentang Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan yang
terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan kasus mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah-
kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum untuk memperoleh gambaran
terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktikhukum
serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi
hukum.?’

c. Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach)
Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan dalam konteks sosial. Hasil yang
diinginkan dari riset berperspektif sosiologis yaitu menjelaskan dan menghubungkan
dengan hukum formal dalam masyarakat. Pendekatan ini dikembangkan dan
dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah

keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam

26 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
Him. 133-134.

27 Jonaedi Effendi dan Johny lbrahim, “Metode penelitian Hukum Normatif Empiris”,
Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. Him. 17.
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masyarakat. Bagaimanapun hukum selalu berkaitan dengan individu dan masyarakat,
sehingga bekerjanya hukum itu tidak terlepas dari realitas sosial dimana hukum itu

berkembang.?®

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan jenis data yaitu data
primer dan data sekunder.?® Data tersebut kemudian menjadi landasan penulis dalam
melakukan penelitian.
a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari penelitian lapangan (Field Research).
Pengambilan data ini dilaksanakan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber
dan pengamatan serta penelitian dilapangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam
penelitian ini, penulis mendapatkan data primer melalui wawancara dengan pihak kepolisian
dan pelaku di kota Lubuklinggau tentang faktor penyebab terjadinya dan upaya
penanggulangan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga.

b. Data sekunder

26 Umar Sholahudin, “pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agraria”, jurnal
dimensi, Vol. 10 No.2, November 2017, HIm. 52. Didownload pada https://journal.trunojoyo.ac.id/
dimensi/article/download/3759/2760 . Diakses 28 september 2020 pukul 10.36 Wib.

29Bambang Sunggono, “Metode Penelitian Hukum”, Raja Grafindo, Jakarta, 2011. HIm. 185.
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Data sekunder adalah data-data yang diperoleh bahan kepustakaan.®® Data sekunder
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang yang bersifat autoritatif yang
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim. 3! Peraturan perundang-undangan yang
memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan ini adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari:
1. Buku-buku hukum yang terkait dengan judul
2. Jurnal-jurnal hukum
3. Studi melalui internet
4. Artikel-artikel yang berkaitan dengan judul

c. Bahan hukum tersier

30Ronny Hanitijo, “Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri”,Ghalia, Jakarta, 1994. HIm. 11.
31Peter Mahmud Marzuki, Op.cit. HIm. 181.
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Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan memberikan petunjuk
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi:
1. Kamus hukum dan referensi lainnya yang relevan;

2. Internet.

4. Metode pengumpulan data
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah:
1. Studi lapangan
Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada responden untuk
memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian
serta sebagai usaha untuk mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan terkait dengan
permasalahan yang akan diteliti. Wawancara ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota
Lubuklinggau dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A Kota Lubuklinggau.
2. Studi Kepustakaan
Penulisan ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh
dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian yang berhubungan

dengan permasalahan dalam penelitian ini.
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5. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah kumpulan individu, objek dan kejadian atau unit yang akan diteliti.
Penelitian ini akan dilakukan wawancara bersama nara sumber yang menjadi populasi utama
dalam penelitian ini. Populasi pada penelitian ini adalah kapolres kota lubuklinggau.
2. Sampel
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik
pengambilan sampel dengan menentukan Kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan
penelitian yang hendak dicapai yang telah mewakili populasi terhadap masalah yang ingin
diteliti.®
Responden dalam penelitian ini yaitu:
1. Anggota Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau sebagai penyidik perkara tindak
pidana pemerkosaan pada kasus pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup
rumah tangga

2. Pelaku pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga

32Raudhah Mukhsin,Palmarudi Mappigau, Andi Nixia Tenriawaru, “ pengaruh orientasi
kewirausahaan terhadap daya tahan hidup usaha mikro kecil dan menengah kelompok pengolahan hasil
perikanan dikota Makassar”, Jurnal analisis. Hukum. Vol. 6 No. 2, Desember 2017, him. 190. Didownload
pada http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/ef79bd330d16badfda32510e0a 581953.pdf. Diakses 25 Agustus 2020.
Pukul 10.00 WIB.
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6. Lokasi Pengumpulan Data

Penulis dalam menyelesaikan penulisan yuridis sosiologis akan Melakukan
penelitian dengan mengambil lokasi dikota lubuklinggau, yaitu:
1. Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau
Alamat: JI. Yos Sudarso No. 19, Dempo, Lubuklinggau Tim. Il, Kota Lubuklinggau,
Sumatera Selatan 31613.
2. Lapas Kelas 1A Lubuklinggau

Alamat: JI. Ulak lebar, Lubuklinggau Barat Il, Kota lubuklinggau, Sumatera Selatan 31614

7. Analisis Data

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode
penyusuna data dilakukan dengan pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder
yang diperoleh secara komprehensif.®®

Analisis data kualitatif dimana data kualitatif biasanya diperoleh melalui
wawancara, informan memberikan jawaban secara oral. Jawaban tersebut kita transkip
menjadi narasi yang siap dianalisis. Jawaban pada umumnya berupa deskripsi atas jawaban

dari pertanyaan Kita.

33Pater Mahmud Marzuki, Op.cit. HIm. 41.
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8. Teknik penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan atas
rumusan masalah dalam penelitian yang dikemukan secara singkat, padat, dan jelas terkait
kebenaran hipotesa suatu penelitian.3* Penarikan kesimpulan dalam tindak pidana
pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga dilakukan secara deduktif,
yaitu suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.®®
Proposisi umum dalam penelitian ini, yaitu kejahatan kriminologis tindak pidana tentang
kejahatan seksual (pemerkosaan). Sementara itu, proposisi khususnya yaitu tindak pidana
pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga oleh Kepolisian Resort Kota
Lubuklinggau dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota

Lubuklinggau terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam ruang lingkup rumah tangga.

34Beni Achmad Saehani, “Metodologi Penelitian Hukum ”, Pustaka Setia, Bandung, 2009. HIm. 93.
35Bambang Sugono,Op.cit. HIm. 11.
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